
 
 

 

 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 3 TAHUN  2017 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  

KOTA TANJUNG PINANG 2005-2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 20    

(dua puluh) tahun kedepan, masing-masing daerah 

diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) sebagai satu kesatuan dalam 

Sistem Perencanaan Nasional;  

 b.  bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

PerencanaanPembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

    c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  

dimaksud   dalam huruf a dan huruf b maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 
 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437); 

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun Nomor 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4090);  



 
 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang 

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 

 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

 14. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2008 tentang  Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



 
 

 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA TANJUNGPINANG 

dan 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TANJUNGPINANG 

TAHUN 2005-2025. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang. 

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan  tindakan  masa  

depan  yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 

sumberdaya yang tersedia. 

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya   yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan,kesempatan  kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan  kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 

pembangunan manusia. 



 
 

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses  penyusunan 

tahapan- tahapan  kegiatan  yang melibatkan   berbagai unsur pemangku 

kepentingan didalamnya, guna  pemanfaatan dan pengalokasian 

sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial 

dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang 

selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2025. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk 

periode 5 (lima) tahun RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional 

II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional IIITahun 2015-2019, dan RPJM 

Nasional IV Tahun 2020-2024. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Kota 

Tanjungpinang, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program 

kepala daerah/walikota dengan berpedomanpada RPJP Daerah serta 

memperhatikan RPJM Daerah Propinsi. 

11. Visi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan 

dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2025. 

12. Misi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah. 

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang  selanjutnya 

disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun 

perencanaan pembangunan daerah. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat 

Bappeda. 

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD 

lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang. 



 
 

 

BAB II 

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional. 

(2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama 

para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing. 

(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang 

dengan rencana pembangunan daerah. 

(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi  dan 

potensi yang  dimiliki  masing-masing  daerah,  sesuai  dinamika  

perkembangan  daerah  dannasional. 

Pasal 3 

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara  transparan,  

responsif,  efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

 

BAB III 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 4 

(1) Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan berasaskan demokrasi 

dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan 

lingkungan serta kemandirian. 

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk: 

a. mendukung kondisi antarpelaku pembangunan; 

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas, baik antar-

daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah; 

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara   perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 

e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara   efisien,   

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

 

 



 
 

BAB IV 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 5 

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Tanjungpinang Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah 

pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP 

Propinsi. 

(2) Sistematika RPJP Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 sebagai 

berikut:  

BAB   I   Pendahuluan 

BAB  II GambaranUmumKondisi Daerah 

BAB III Analisis Isu-Isu Strategis 

BAB IV VisidanMisi Daerah 

BAB V ArahKebijakan Pembangunan JangkaPanjang Daerah 

BAB VI KaidahPelaksanaan 

(3) Rincian dari  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPK) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 

merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal  6 

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman 

dalam penyusunan RPJMD kota dengan memperhatikan RPJM Nasional 

dan RPJMD Propinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil 

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. 

(2) RPJMD memuat visi, misi  dan program kerja Walikota. 

(3) RPJMD  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  setelah  Pemerintah  Kota 

berkonsultasi dengan Gubernur. 

 

BAB V 

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJP DAERAH  

Pasal 7 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun 

rancangan awal RPJPD dengan meminta masukan dari SKPD dan 

pemangku kepentingan. 

(2) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, 

pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD. 



 
 

(3) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang. 

 

Pasal  8 

(1) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 

(satu) bulan kepada Gubernur. 

(2) Walikota  menyebarluaskan Peraturan Daerah  tentang  RPJPD  kepada  

masyarakatmelalui sosialisasi. 

 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pengendalian 

Pasal 9 

(1) Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan   pembangunan 

daerah. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian 

terhadap: 

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan  

b.  pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

 

Pasal 10 

(1) Pengendalian oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk keseluruhan 

perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program 

dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. 

(2) Pengendalian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

meliputi pemantauan, supervisidan  tindak lanjut penyimpangan terhadap 

pencapaian  tujuan  agar  program  dankegiatan sesuai dengan kebijakan 

pembangunan daerah. 

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, 

penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. 

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada  ayat  (3)  disusun  dalam  bentuk  laporan  triwulan  



 
 

untuk  disampaikan  kepadaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda). 

(5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaporkan 

hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Walikota, 

disertai  dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. 

 

Bagian Kedua 

Evaluasi 

Pasal 11 

(1) Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan  pembangunan 

daerah.  

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: 

a.  kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 

c. hasil rencana pembangunan daerah. 

 

Pasal 12 

(1)  Evaluasi oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk keseluruhan 

perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD masing-masing  

untuk  capaian  kinerja  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  SKPD 

periode sebelumnya. 

(2) Evaluasi oleh Bappeda  meliputi: 

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses  perumusan dokumen  rencana 

pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan 

pembangunandaerah; dan 

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala  SKPD 

dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi 

bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 

berikutnya. 

Pasal 13 

Walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai   hasil evaluasi 

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat. 



 
 

Bagian Ketiga 

Perubahan 

Pasal 14 

(1)   Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: 

a.   hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan 

mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

b.    terjadi perubahan yang mendasar; atau 

c.    merugikan kepentingan nasional dan Daerah. 

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

Pasal 15 

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana  pembangunan  daerah  diatur  

lebih  lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 

Bagian Keempat 

Masyarakat 

Pasal 16 

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan   yang dianggap tidak 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Kota. 

(2) Laporan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  disertai  dengan  data  

dan informasi yang akurat. 

(3) Pemerintah Kota menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala SKPD terkait. 

(4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka  Peraturan Perundang-

undanganDaerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, 

dinyatakan tidak berlaku lagi.  



 
 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenaiteknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan 

Walikota  

Pasal  18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang. 

Ditetapkan di Tanjungpinang 
Pada Tanggal 15 Agustus 2017 
WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

 

    dto 

            LIS DARMANSYAH 

Diundangkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 15 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNG PINANG 

         

ttd 

 

RIONO 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG TAHUN 2017 NOMOR 14 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG                      

PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (2/5/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR  3  TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA 

TANJUNGPINANG TAHUN 2005-2025 

 

I. UMUM 

Bahwa sesuai ketentuan pasan 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu menetapkan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang 

Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat 

keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman 

dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

Yang dimaksud Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara 

partisipatif adalah merupakan proses yang mengakomodirkan pikiran 

dan aspirasinya kedalam substansi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD). 

Pasal 4  

Cukup Jelas 

 



 
 

Pasal 5  

Yang dimaksud dengan Visi adalah suatu gambaran menantang tentang 

keadaan masa depan yang berisikan cita-cita  dan  citra  yang ingin 

diwujudkan organisasi pemerintah. Visi Pembangunan Jangka Panjang 

Kota Tanjungpinang adalah "Menjadi Kota Perdagangan, Jasa, 

Pariwisata Terdepan dan Pusat Budaya Melayu dalam Skala Global". 

Misi adalah sesuatu yang  harus  diemban  atau  dilaksanakan  oleh 

organisasi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Cukup Jelas 

Pasal 12  

Cukup Jelas 

Pasal 13  

Cukup Jelas 

Pasal 14  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJP–Kota) 

Tanjungpinang, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis 

berwawasan dua puluh  tahun dan memuat visi, misi dan arah 

pembangunan jangka panjang, yang akan digunakan sebagai pedoman 

penyusunan RPJM–Kota Tanjungpinang setiap lima tahun sekali. 

Pasal 15  

Cukup Jelas 

Pasal 16  

Cukup Jelas 

Pasal 17  

Cukup Jelas 



 
 

Pasal 18  

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2017 

NOMOR 14 


